
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

ten tang 
dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

BUPATI TEMANGGUNG, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan 
pangkat tertentu; 

b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan 
manajemen kepegawaian yang akuntabel, perlu 
melakukan penyusunan jabatan pelaksana dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Temanggung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Temanggung; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 8 TAHUN2017 
TENTANG' 

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG _ 



4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Temanggung. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

penyelenggara 
pemerin tahan 

JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN 
TEMANGGUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

NOMENKLATUR TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 68}; 

6. Peraturan Bupati Temanggurig Nomor 60- Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah . 
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60); 

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2016 
tetang Staf Ahli Bupati Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 61); 

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis 
Badan (UPTB) dan Satuan Pendidikan Kabupaten 
Temanggug (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2016 Nomor 62); 



Pasal 6 

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi dasar formasi jabatan. 

BABV 

FORMASI JABATAN 

PasalS 

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis 
jabatan. 

(2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

NOMENKLATUR JFU 

Pasal 4 

Setiap ASN yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsionsl 
diangkat dalam Jabatan Pelaksana. 

BAB III 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan tugas 
dan fungsi Aparatur Sipil Negara dalam membantu pelaksanaan tugas dan 
fungsi eselon terendah di setiap OPD. 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi OPD untuk 
menentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan 
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai , ., ... 
tujuan organisasi. 

9. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas 
penamaanjabatan dibawah eselon terendah OPD. 



4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Temanggung. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR 
JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN 
TEMANGGUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 68);' 

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 "Tahun 2016 
tentang Kcdudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60J; 

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2016 
tetang Staf Ahli Bupati Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 61); 

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis 
Badan (UPTB) dan Satuan Pendidikan Kabupaten 
Temanggug (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2016 Nomor 62); 



BABV 

FORMASI JABATAN 

Pasal 6 

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi dasar formasi jabatan. 

BAB IV 

NOMENKLATUR JFU 

Pasal 5 

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis 
jabatan. 

(2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Setiap ASN yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsionsl 
diangkat dalam Jabatan Pelaksana. 

BAB III 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan tugas 
dan fungsi Aparatur Sipil Negara dalam membantu pelaksanaan tugas dan 
fungsi eselon terendah di setiap OPD. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi OPD untuk 
menentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana. 

Pasal 3 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan 
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai 
tujuan organisasi. · , · 

9. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas 
penamaanjabatan dibawah eselon terendah OPD. 



0/Nomcnklatur JFU/JFU 20 16 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR..g 

M.BAMBANGSUKARNO 

AS I STEN 
J/11-./,lll 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 14 Pebruari 2017 
BUPATIT MANGGUNG, SEK DA 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung 
Nomor 48 Tahun 2015 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Temanggung, (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pasal 7 

PNS yang belum diangkat dalam Jabatan· ·Pelaksana agar segera dilakukan 
penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

(2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
dasar untuk : 

a. penerimaan Calon Pegawai ASN; a tau 

b. mutasi ASN. 



No Nama Jabatan 

1 Analis Kinerja Aparatur - - 
2 Analis Berita , - 

3 Analis Desa/ Kelurahan 
4 Analis Humas dan Protokol 
5 Analis Kelembagaan 
6 Analis Kesejahteraan Rakyat 
7 Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum 
8 Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
9 Analis Organisasi dan Ketatalaksanaan 
10 Analis Pembangungan 
11 Analis Pemerintahan Daerah 
12 Analis Pemerintahan Umum dan Otda 
13 Analis Perekonomian 
14 Analis Publikasi 
15 Analis Sarana Prasarana Ibadah 
16 Analis Sistem lnformasi dan Diseminasi Hukum 
17 Pengevaluasi Perkembangan BUMD 
18 Penyusun bah an informasi dan pu blikasi 
19 Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan 
20 Penyusun Perencanaan Program dan Laporan 
21 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
22 Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan 
23 Bendahara 
24 Pengelola Barang Milik Negara 
25 Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
26 Pengelola Kemasyarakatan 
27 Pengelola Keuangan 
28 Pengelola Layanan Pengadaan 
29 Pengelola perjalanan dinas 
30 Pengelola Program dan Laporan 
31 Pengelola sistem pengendalian dan Pelaporan 
32 Pranata J amuan 
33 Ajudan 

SEKRETARIAT DAERAH 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGUNG 
NOMOR 8 TAHUN 2017 
TENTANG 
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATENTEMANGGUNG 



34 Sekretaris Pimpinan 
35 Pengolah Data 
36 Pengadministrasi Hukum 
37 Pengadministrasi Kepegawaian 
38 Pengadministrasi Keuangan 
39 Pengadministrasi Otonomi Daerah 
40 Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor 
41 Pengadministrasi Pemerin tahan 
42 Pengadministrasi Persuratan --- 
43 Pengadministrasi Umum I - 

44 Penata Kendaraan Dinas 
45 Teknisi peralatan 
46 Petugas Protokol . 

47 Operator peralatan 
48 Tenaga Peliputan 
49 Pengemudi 
50 Pramu Bakti 
51 Pramu saji 



No Nama Jabatan 

1 Analis humas dan protokol 
2 Analis legislasi 
3 Analis Organisasi dan Tata Laksana 
4 Bendahara 
5 Penyusun laporan keuangan 
6 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
7 Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan 
8 Penyusun risalah I - 

9 Pengelola Dokumentasi 
10 Pengelola Kepegawaian 
11 Pengelola Sarana dan Prasarana . 

12 Pengolah Data 
13 Pengadministrasi perencanaan dan program 
14 Pengadministrasi Umum 
15 Pengemudi 
16 Pramu Bakti 

SEKRETARIAT DPDRD 



No Nama Jabatan 

1 Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 

2 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
3 Bendahara 
4 Pengelola Kepegawaian 
5 Pengelola Barang Milik Negara 
6 Pengelola Data Tindak Lan jut Pemeriksaan , 
7 Pengelola Keuangan - ·~ 
8 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
9 Pengadministrasi Umum 
10 Pengemudi . 

INSPEKTORAT 



' 
No Nama Jabatan 

1 Analis Keolahragaan 
2 Analis Kepemudaan 
3 Analis Kurikulum dan Pembelajaran 
4 Analis Organisasi dan Tata Laksana 
5 Analis Pendidikan Masyarakat 
6 Analis Pengembangan PAUD 
7 Analis Pengembangan SDM Aparatur ~ ·.~ .... 

8 Analis pengembangan SDM pendidikan anak usiadini - 
9 Analis Peserta Didik dan Kesetaraan 

10 Analis Sarpras Pendidikan 
11 Bendahara . 
12 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
13 Verifikator Keuangan 
14 Pengelola Barang Milik Negara 
15 Pengelola Kepegawaian 
16 Pengelola Keuangan 
17 Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan 
18 Pengadministrasi Keuangan 
19 Pengadministrasi Perencanaan Program dan Laporan 
20 Pengadministrasi Umum 
21 Pengemudi 
22 Pramu Kebersihan 
23 Pramu Bakti 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 



No Nama Jabatan 

1 Analis Data dan lnformasi 
2 Analis Kesehatan 
3 Analis Obat dan makanan 
4 Analis Organisasi dan tatalaksana 
5 Analis Pemberdayaan Masyarakat 
6 Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 

·.~- . 
7 Bendahara 
8 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan - 

9 Pengelola Barang Milik Negara . 
10 Pengelola Kepegawaian 
11 Pengelola Keuangan . 

12 Pengadministrasi Kepegawaian 
13 Pengadministrasi Kesehatan 
14 Pengadministrasi Keuangan 
15 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
16 Pengadministrasi Umum 
17 Pengemudi 
18 Petugas Keamanan 
19 Pramu Bakti 

DINAS KESEHATAN 



No Nama Jabatan 

1 Analis Ketenagalistrikan 
2 Analis Organisasi dan Tata Laksana 
3 Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang 
4 Analis Pengaturan dan Pengadaan Tanah 
5 Analis Pengelolaan Sumber Daya Air 
6 Analis Taman 
7 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa --- 
8 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan - 

9 Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi 
10 Pengawas Irigasi 
11 Pengawas Jalan dan Jembatan . 

12 Pengawas Jaringan Utilitas 
13 Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan 
14 Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan 
15 Pengawas Tata Ruang 
16 Penilik J alan 
17 Bendahara 
18 Pengelola Perumahan dan Pemukiman 
19 Pengelola Barang Milik Negara 
20 Pengelola Jasa Konstruksi 
21 Pengelola Kepegawaian 
22 Pengelola Keuangan 
23 Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan 
24 Pengelola Pemeliharaan J alan 
25 Pengelola Pemeliharaan J aringan Irigasi 
26 Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA 
27 Pengelola Perencanaan Teknik Tata bangunan 
28 Pengelola Survei, Pengukuran dan Pemetaan 
29 Pengelola Irigasi 
30 Pengelola J aringan 
31 Pengelola Pemasaran 
32 Pengadministrasi Keuangan 
33 Pengadministrasi Pertanahan 
34 Pengadministrasi Umum 
35 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
36 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 
37 Pemelihara J alan 
38 Pemeliharaan Penerangan J alan 
39 Teknisi Bangunan/ Gedung 

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 



40 Teknisi Jaringan Instalasi 
41 Teknisi Jaringan Instalasi 
42 Teknisi Sipil 
43 Pemelihara J alan 
44 Juru Operasi dan Pemelihara SDA 
45 Operator Alat Berat 
46 Pengemudi 
47 Pranata Taman 
48 Pramu Bakti ',, , .. 

49 Pramu Taman ·-- 



No Nama Jabatan 

1 Analis Kebakaran 
2 Analis Hasil Penanganan Pelanggaran 
3 Analis Keamanan 
4 Analis Organisasi dan tatalaksana 
5 Bendahara 
6 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
7 Pelatih Satlinmas " , - 

.8 Pengelola Barang Milik Negara 
9 Pengelola Kepegawaian 
10 Pengelola Keuangan . 
11 Pranata Pemadam Kebakaran 
12 Pranata Perlindungan Masyarakat 
13 Petugas Satpol PP 
14 Operator Me sin Pemadam Ke bakaran 
15 Pengadministrasi Keuangan 
16 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
17 Pengadministrasi Umum 
18 Pengemudi 
19 Pramu Bakti 

SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 



No 

1 Analis Form Kerukunan Umat 
2 Analis Organisasi dan Tatalaksana 
3 Analis Organisasi Masyarakat 
4 Analis Wawasan Kebangsaan 
5 Bendahara 
6 Pengelola Kepegawaian 
7 Pengelola Barang Milik Negara .. 
8 Pengelola Keuangan 

, - 
9 Pengadministrasi Keuangan 
10 Pengadministrasi Umum 
11 Pengemudi 
12 Pramu Bakti 
13 Petugas Keamanan 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 



No Nama Jabatan 

1 Analis Organisasi dan Tata Laksana 
2 Bendahara 
3 Penyusun Perencanaan Program dan Laporan 
4 Pengelola Bahan Perencanaan 
5 Pengelola Bantuan Sosial 
6 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah ' .. ~ .... 
7 Pengelola Barang Milik Negara .. 

. 
8 Pengelola Kepegawaian 
9 Pengelola Kesejahteraan Sosial · 
10 Pengelola Keuangan 

Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia 
. 

11 
12 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan 
13 Pengelola Perlindungan Sosial 
14 Pengelola Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial 
15 Pengelola Sarana Prasarana 
16 Pengadministrasi Persuratan 
17 Pengadministrasi Program 
18 Pengadministrasi Umum 
19 Penjaga TMP/Pramu Pemakaman 
20 Pengemudi 
21 Pramu Bakti 

DINAS SOSIAL 



No Nama Jabatan 

1 Analis Cagarbudaya dan Koleksi Permuseuman 
2 Analis Kesenian & Budaya Daerah 
3 Analis Objek Wisata 
4 Analis Organisasi dan Tatalaksana 
5 Analis Pariwisata 
6 Penyuluh Wisata , .~ .. 
7 Bendahara --- 

' - 8 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
9 Pengelola Barang Milik Negara· 
10 Pengelola Kepegawaian 
11 Pengelola Keuangan - 
12 Pengadministrasi Keuangan 
13 Pengadministrasi U mum 
14 Pengemudi 
15 Pramu Bakti 
16 Pramu Kebersihan 

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 



, 

No Nama Jabatan 

1 Analis Keluarga Berencana 
2 Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
3 Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga 
4 Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga 
5 Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana 
6 Penyusun Pembinaan kesertaan KB - ·~ 
7 Penyusun Pembinaan Kesetaraan Keluarga Berencana 
8 Penyusun pencatatan dan pelaporan data kependudukan dan KB 
9 Penyusun Perencanaan Program dan Laporan . 
10 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
11 Bendahara 
12 Pengelola Barang Milik Negara 
13 Pengelola Kepegawaian 
14 Pengelola Keuangan 
15 Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender 
16 Penata Laporan Keuangan 
17 Pengadministrasi Keluarga Berencana 
18 Pengadministrasi Kependudukan 
19 Pengadministrasi Keuangan 
20 Pengadministrasi Umum 
21 Pengemudi 
22 Petugas Keamanan 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 



No Nama Jabatan 

1 Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
2 Analis Organisasi dan Tata Laksana 
3 Analis Pelayanan 
4 Bendahara 
5 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
6 Pengelola Barang Milik Negara ' . ~- .. 

7 Pengelola Kepegawaian ~ .... 

8 Pengelola Keuangan 
9 Pengelola Sistem Informasi Kependudukan 
10 Pengadministrasi Akta Aelahiran dan Kematian 
11 Pengadministrasi Keuangan 
12 Pengadministrasi Program dan Laporan 
13 Pengadministrasi Umum 
14 Pengemudi 
15 Pramu Bakti 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 



No Nama Jabatan 

1 Analis Keuangan 
2 Analis Organisasi dan Tata Laksana 
3 Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan 
4 Analis Prasarana Kota dan Pedesaan 
5 Analis Program Pembangunan 
6 Bendahara ' .. ~ .... 
7 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan --- - 
8 Pengelola Kepegawaian 
9 Pengelola Barang Milik negara · 
10 Pengelola Keuangan 
11 Pengadministrasi Keuangan 
12 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
13 Pengadministrasi Umum 
14 Pengemudi 
15 Pramu Bakti 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 



No Nama Jabatan 

1 Analis Hukum 
2 Analis Kinerja 
3 Analis Organisasi dan Tataksana 
4 Analis Penanaman Modal 
5 Analis Pengembangan Potensi Daerah 
6 Analis Perizinan 

, '. 7 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
8 Fasilitator Promosi I - 
9 Bendahara 
10 Pengawas Penanaman Modal 
11 Pengelola Barang Milik Negara . 
12 Pengelola Kepegawaian 
13 Pengelola Keuangan 
14 Pengelola Perizinan 
15 Pengelola Promosi Investasi 
16 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
17 Pengadministrasi Umum 
18 Pengemudi 
19 Pramu Bakti 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 



No Nama Jabatan 

1 Analis Bimbingan Usaha 
2 Analis Koperasi 
3 Analis Organisasi dan Tata laksana 
4 Analis Pendapatan Daerah 
5 Analis Pengembangan Pasar '., .. 

6 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan ·-- . 

7 Pengawas Farmasi dan Makanan 
8 Bendahara 
9 Pengelola Barang Milik Negara 
10 Pengelola Kepegawaian 
11 Pengelola Keuangan 
12 Pengelola Sarana Perindustrian 
13 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
14 Pengadministrasi Umum 
15 Teknisi Jaringan Instalasi 
16 Juru Pungut Retribusi 
17 Pengemudi 
18 Pramu Kebersihan 
19 Pramu Taman 

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL 
DAN MENENGAH 



No Nama Jabatan 

1 Analis Organisasi dan Tata Laksana 
2 Analis Tenaga Kerja 
3 Analis Penempatan Penaga Perja (informal) 
4 Analis kerjasama industri 
5 Bendahara 
6 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 

Pengelola Barang Milik Negara 
' .... ~. .. 7 

8 Pengelola Kepegawaian , -· 

·9 Pengelola Keuangan 
10 Pengelola Sarana Prasarana 
11 Pengadministrasi Hubungan Industrial . 

12 Pengadministrasi Keuangan 
13 Pengadministrasi Pelatihan 
14 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
15 Pengadministrasi Syarat-Syarat Kerja 
16 Pengadministrasi Umum 
17 Pengemudi 
18 Pramu Bakti 

DINAS TENAGA KERJA 



No Nama Jabatan 

1 Analis Data dan Informasi 
2 Analis Organisasi dan tatalaksana 
3 Analis Sistem Informasi Dan J aringan 
4 Analis Statistik 
5 Bendahara 
6 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
7 Penyusun sandi dan telekomunikasi " , -· 

8 Pengelola Barang milik negara 
Pengelola Kepegawaian ·- 

9 
10 Pengelola Keuangan . 
11 Pengadministrasi Program dan Laporan 
12 Pengadministrasi umum 
13 Operator Sandi dan Telekomunikasi 
14 Pengemudi 
15 Petugas Keamanan 
16 Pramu Bakti 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 



No Nama Jabatan 

1 Analis Angkutan Darat 
2 Analis Organisasi dan Tatalaksana 
3 Analis Lalu Lintas 
4 Pengawas Lalulintas Darat 
5 Pengawas Sarana Bengkel 
6 Pengawas Terminal 

, ' . 7 Bendahara 
8 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan - 

9 Pengelola Kepegawaian 
10 Pengelola Keuangan 
11 Pengelola perparkiran . 
12 Pengelola Barang Milik Negara 
13 Pengadministrasi Keuangan 
14 Pengadministrasi LLAJ 
15 Pengadministrasi Program dan Laporan 
16 Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 
17 Pengadministrasi umum 
18 Penagih Retribusi 
19 Pengemudi 
20 Petugas Keamanan 
21 Pramu Bakti 

DINAS PERHUBUNGAN 



·\....._ 

No Nama Jabatan 

1 Analis Organisasi dan Tata Laksana 
2 Analis Laboratorium 
3 Analis Lingkungan Hidup 
4 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
5 Bendahara 
6 Pengawas Kebersihan ' . ~. . 
7 Pengadministrasi Kepegawaian ·~ - 8 Pengelola Keuangan 
9 Pengadministrasi Keuangan 
10 Pengadministrasi Perencanaan dan Program . 
11 Pengadministrasi Umum 
12 Teknisi Mesin 
13 Operator Alat Berat 
14 Pengemudi 
15 Juru Pungut kebersihan 
16 Juru Sampah 
17 Pramu Kebersihan 
18 Petugas Keamanan 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 



No Nama Jabatan 

1 Analis Pangan 
2 Analis Organisasi dan Tatalaksana 
3 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
4 Pemeriksa Pupuk dan Pestisida 
5 Bendahara 
6 Pengelola Barang Milik Negara . 
7 Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan 
8 Pengelola Database Kelembagaan Petani ' - 
9 Pengelola Database Provesi SOM Pertanian 
10 Pengelola Kepegawaian 
11 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
12 Pengelola Keuangan 
13 Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan 
14 Pengelola Penganekaragaman Pangan 
15 Pengelola Program Penyuluhan 
16 Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura 
17 Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan 
18 Pengadministrasi keuangan 
19 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 
20 Pengadministrasi Umum 
21 Pengemudi 
22 Pemelihara Kebun 
23 Petugas Keamanan 
24 Pramu Bakti 

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 



No Nama Jabatan 

1 Analis Organisasi dan Tatalaksana 
2 Bendahara 
3 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
4 Pengelola Administrasi Kepegawaian 
5 Pengelola Barang Milik Negara 
6 Pengelola Kearsipan ' -.~- ... 
7 Pengelola Keuangan " 

8 Pengelola Perpustakaan 
9 Pengelola Rencana Kehumasan dan Protokol 
10 Pengadministrasi Pelayanan 
11 Pengadministrasi Umum 
12 Pengadministrasi Kepegawaian 
13 Pengemudi 
14 Pramu Bakti 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 



, 

No Nama Jabatan 

1 Analis Laboratorium Lingkungan 
2 Analis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana 
3 Analis Organisasi dan Tatalaksana 
4 Analis Penelitian dan Pengembangan 
5 Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 
6 Analis Perencanaan Program , .. 
7 Bendahara --- , - 
8 Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton 
9 Pengelola Barang Milik negara. 
10 Pengelola Kepegawaian . 11 Pengelola Keuangan 
12 Teknisi Laboratorium 
13 Pengadministrasi Keuangan 
14 Pengadministrasi Umum 
15 Pengemudi 
16 Petugas Keamanan 
17 Pramu Bakti 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 



No Nama Jabatan 

1 Analis Diklat 
2 Analis Organisasi dan Tatalaksana 
3 Analis Perencanaan SDM 
4 Bendahara 
5 Penyusun Bahan Pembinaan 
6 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
7 Penyusun Rencana Mutasi -- -· 8 Petugas Konseling 
9 Pengelola Kepegawaian 
10 Pengelola Keuangan . 11 Pengelola Barang Milik Negara 
12 Pengadministrasi Kepegawaian 
13 Pengadministrasi Diklat 
14 Pengadministrasi Keuangan 
15 Pengadministrasi Umum 
16 Pengadministrasi Program dan Laporan 
17 Pengemudi 
18 Pramu Bakti 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 



, 

No Nama Jabatan 

1 Analis Bimbingan Pendapatan, Penilaian dan Pengenaan 
2 Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah 
3 Analis Kebijakan Penganggaran 
4 Analis Laporan Pendapatan 
5 Analis Organisasi dan Tatalaksana 
6 Analis Penagihan dan Pengembalian ' ~~. 

7 Analis Penagihan Pajak Daerah ·~ , •. 8 Analis Pendapatan Daerah 
9 Analis Perbendaharaan 
10 Analis Wajib Pajak/ Retribusi Daerah 
11 Penyusun Laporan Keuangan 

. 

12 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
13 Bendahara 
14 Pengelola Barang Milik Negara 
15 Pengelola Kepegawaian 
16 Pengelola Prosentase Barang Milik Daerah 
17 Pengadministrasi anggaran 
18 Pengadministrasi Keuangan 
19 Pengadministrasi Pajak 
20 Pengadministrasi Perencanaaan Program 
21 Pengadministrasi Umum 
22 Pengemudi 
23 Pramu Bakti 
24 Petugas Keamanan 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



No Nama Jabatan 

1 Analis Bencana 
2 Penyusun Perencanaan Program dan Laporan 
3 Penyusun rencana kebutuhan Logistik 
4 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana 
5 Penyelamat dan Pengevakuasi Karban Bencana (Rescuer) 
6 Bendahara , , ... 
7 Pengelola Barang milik Negara --- - 
8 Pengelola Kepegawaian 
9 Pengelola Keuangan 
10 Pengadministrasi Umum 

Pengemudi 
. 

11 
12 Pramu bakti 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 



No Nama Jabatan 

1 Bendahara 
2 Pengadministrasi Keuangan 
3 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 
4 Pengadministrasi umum 
5 Pengelola Barang Milik Negara 
6 Pengelola Kepegawaian ' .. ~ .. 
7 Petugas Satpol " 

Pengolah Data -· 8 
9 Pengemudi .. 

10 Pramu Bakti 

KECAMATAN 



Ke las No Nama Jabatan 
.Jabatan 

Pengadministrasi Umum 5 1 
5 2 Pengelola Keuangan 

Pengolah Data 5 3 

KELURAHAN 


